
 
 
 
 
 

 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 14 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 95 
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN 

 KOTA SURABAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 20 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan 
Fungsi Kelurahan Kota Surabaya; 

 
b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka   Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan 
Fungsi Kelurahan Kota Surabaya. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19  Tambahan Lembaran Negara Nomor  2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5657); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 
2010 Nomor 537); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 
2014 Nomor 32); 
 

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 18); 
 

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008    
Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya    
Nomor 11); 
 

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95). 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 95 TAHUN 
2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN 
KOTA SURABAYA. 

 
Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan 
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 
Nomor 95) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Judul Bagian Ketiga pada Bab II dan Ketentuan             

Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Ketiga 
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 
Pasal 7 

 
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 
mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Lurah di 
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 8 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 

 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis                   

di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban 
umum; 

 
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis                

di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban 
umum; 

 
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang  pemerintahan, ketentraman 
dan ketertiban umum; 

  
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang  

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum; 
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Judul Bagian Keempat pada Bab II dan Ketentuan
Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat 
Seksi Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 9 

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang 
kesejahteraan rakyat. 

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
fungsi : 

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
di bidang kesejahteraan rakyat;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
di bidang kesejahteraan rakyat;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang  kesejahteraan rakyat;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
kesejahteraan rakyat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Lurah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Judul Bagian Kelima pada Bab II dan Ketentuan
Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima 
Seksi Pembangunan 

Pasal 11 

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Lurah di bidang pembangunan. 
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6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 12 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
Pasal 11, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : 

 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis              

di bidang pembangunan; 
 
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis               

di bidang pembangunan; 
 
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang  pembangunan; 
 
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang  

pembangunan; 
 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
 
f. pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 

7. Ketentuan Judul Bagian Keenam pada Bab II, Ketentuan 
Pasal 13 dan Ketentuan Pasal 14, dihapus. 

 
 

Pasal  II 
 

(1) Penyesuaian administrasi dan dokumen sebagai akibat 
perubahan tugas dan fungsi Kelurahan yang diatur 
berdasarkan Peraturan Walikota ini dilakukan paling lama 
pada tanggal 2 Januari 2016. 
 

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
 

       Ditetapkan di Surabaya 
       pada tanggal 16 Maret 2015  

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd. 

 
TRI RISMAHARINI 

 
Diundangkan di ………………. 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 16 Maret 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 
ttd. 

 
HENDRO GUNAWAN 

 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 14 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd. 

 
IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tk. I. 
NIP. 19691017 199303 2 006 

 
 
 
 


